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KATA PENGANTAR

fjﬂ f-’\._____—«-«)

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas
segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas
Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada Pengadilan Agama Jakarta Timur
telah dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta sesuai dengan rencana. Shalawat dan salam tercurah ruah kepada
junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung
memiliki kewenangan dan tugas pokok antara lain melakukan pembinaan dan
pengawasan pada pengadilan agama yang berada dalam wilayah hukumnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor
1010/ KPTA.WS-A/ST.PW1.1/VV/2024 tanggal 20 Mei 2024, menunjuk Tim Hakim
Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang terdiri
dari 5 orang dengan berbagi tugas sehingga waktu yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien, pemeriksaan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja yaitu tanggal 28
s.d.30 Mei 2024.

Laporan ini dibuat dan disampaikan képada pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh tim yang
ditunjuk.

Di akhir Pembinaan dan Pengawasan ini, unsur pimpinan Pengadilan Agama
Jakarta Timur menandatangani kontrak kinerja, sebagai suatu pernyataan
kesanggupan seluruh jajaran Pengadilan Agama Jakarta Timur memperbaiki dan
menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan kekeliruan dalam menjalankan tugas
dan fungsi.

Demikian dan terima kasih.

Jakarta, 30 Mei 2024
Ketua Tim

— Y L, .

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi instansi
pemerintah, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai
tujuan yang diinginkan, salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Salah satu fungsi
manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah
penerapan fungsi pengawasan atau controlling, dengan menerapkan fungsi ini
diharapkan seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan
organisasi tersebut.

Oleh karena itu, peran pembinaan dan pengawasan menjadi sangat
penting dalam rangka mengontrol kinerja aparat pelaksana, agar setiap
pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan,
serta patuh pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Meskipun badan peradilan tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan
eksekutif, melainkan lembaga yudikatif yang tidak diberi beban target perolehan
seperti jumlah perkara dan lain sebagainya, namun dalam pengelolaan institusi

dan segi manajemennya sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung RI;

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang
Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
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5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasidi Pengadilan;

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
Badan Peradilan di bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penangan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 Tentang Organisasi dan Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993
Tentang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Tata Kerja serta Pejabat
Kepaniteraan;

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008
Tentang Pemungutan Biaya Perkara,;

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;

13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku |1 (Edisi
Revisi tahun 2013) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;

14.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di

lingkungan Lembaga Peradilan;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tanggal 23
Januari 2019, Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
di bawahnya;
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16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, khususnya Pasal 10 ayat
(1) huruf a jo Pasal 3 ayat (1) dan (2);

17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018,
Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

18.Buku IV Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-Badan Peradilan;

19.Juklak Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung RI, Nomor 1294/DJA/HK.00.6/SK/ 2018, Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2018;

20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Nomor
424/DJA/HM.00/11/2019, tanggal 11 Februari 2019, tentang Penerapan
Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik Pada
Pengadilan Agama;

21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

22.Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Nomor
1010/KPTA.W9-A/ST.PW1.1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, menunjuk Tim

Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Pengadilan Agama Jakarta
Timur.

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Bidang Manajemen Peradilan

Bidang Administrasi Perkara

Kinerja dan Pelayanan Publik

Bidang Administrasi Persidangan

Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

Bidang Administrasi Perencanaan, T| dan Pelaporan

N ok ooNS

Bidang Administrasi Kepegawaian dan Ortala
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D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Tujuan Pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada
sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama dan Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang
diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan, kinerja aparat Pengadilan
serta Pelayanan Publik Pengadilan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan administrasi perkara telah sesuai
dengan pola bindalmin;

2. Untuk mengetahui tindak lanjut pengawasan sebelumnya;

3. Untuk mengetahui Implementasi program-program Mahkamah Agung, Badan
Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

4. Untuk mengetahui apakah proses pemeriksaan perkara telah sesuai dengan
hukum acara;

5. Untuk mengetahui apakah SIPP telah berjalan dan telah menunjang
pelaksanaan tugas disatuan kerja tersebut sebagaimana ketentuan yang
berlaku.

6. Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan DIPA telah sesuai dengan
prinsip penggunaan keuangan negara dan tata cara pembukuannya;

7. Untuk mengetahui apakah tata cara persuratan telah sesuai dengan tata
kearsipan;

8. Untuk mengetahui apakah administrasi kepegawaian telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

Memeriksa dokumen;
Melakukan wawancara;
Melakukan konfirmasi;
Melakukan observasi;

gt e B Bge o

Melakukan pemeriksaan lapangan seperti opname dan cek fisik.

F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Nomor
1010/ KPTA.WS-A/ST.PW1.1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, menunjuk Tim Hakim
Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Pengadilan Agama Jakarta Timur yang
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sebagai berikut:

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

Nama

NiP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 28 sampai dengan 30 Mei 2024,

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.
19630301989031005

Pembina Utama (IV/e)

Hakim Utama (Ketua Tim)
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Drs. H. Ma’muri, S.H.,, M.S.l.
196005111987031001

Pembina Utama (IV/e)

Hakim Utama (Anggota)
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Dra. Ida Fitriyani
196701101989122001

Penata Tk.l (1li/d)

Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Elvira Amegia, $.Kom., M.Kom.
198112162009042002

Penata Tk.| (lli/d)

Kepala Sub Bagian Rencana Program dan
Anggaran

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Adi Prasetya Wardana, S.AP., M.M.
199204302019031007

Penata Muda Tkl (lli/b)

Klerek — Penata Keprotokolan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
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BAB I
HASIL PEMERIKSAAN

Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
pada Pengadilan Agama Jakarta Timur telah melaksanakan tugas sesuai dengan
kesepakatan Tim yakni Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H. di bidang Manajemen Peradilan
dan Pelayanan Publik, Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.l. di bidang Administrasi
Persidangan, Dra. |da Fitriyani di bidang Administrasi Perkara, Elvira Amegia, S.Kom.,
M.Kom. dan Adi Prasetya S.AP., M.M. melakukan tugas dibidang Administrasi Umum.
Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Bidang Manajemen Peradilan

1. Kondisi:
Laporan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama
Jakarta Timur Triwulan | Tahun 2024 seluruhnya belum ditindak lanjuti.
Kriteria:
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
080/KMAJ/SK/VIIN/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
lingkungan Lembaga Peradilan.
Sebab:
Wakil Ketua PA Jakarta Timur sebagai koordinator pengawas bidang tidak
melaksanakan tugas pengawasan dengan optimal.
Akibat:
Pengawasan bidang di Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak terlaksana
dengan baik.
Rekomendasi:
Agar temuan Hakim Pengawas Bidang ditindak lanjuti secara menyeluruh
dengan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Triwulan | Tahun 2024.

2. Dokumen SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepaniteraan
Kondisi:
Dokumen SOP yang tersedia tahun 2021 dan reviu SOP Kepaniteraan sudah

dilaksanakan pada tahun 2023 namun dokumen SOP yang telah direviu belum
ada.

Kriteria:
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang
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Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Sebab:

Belum dibuat dan diarsipkan dokumen hasil reviu SOP kepaniteraan.

Akibat:

Data SOP belum update

Rekomendasi:

Agar segera diperbaharui dan disesuaikan tanggal reviu serta tanggal

pembuatan yang ada pada cover serta data tanggal didalam SOP

B. Bidang Administrasi Perkara
Perkara yang diterima Pengadilan Agama Jakarta Timur sejak Januari
sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 jumlah perkara yang diterima sebanyak 2029
perkara terdiri dari 1723 gugatan dan 306 permohonan. Berdasarkan penutupan
Buku Induk Keuangan Perkara hari ini ditutup dengan saldo sebesar Rp.
940.736.325
1. Register Perkara (E-Reg)

Kondisi:

E-Register Eksekusi sudah dilaksanakan secara digital/elekironik namun

beberapa belum terbaca dalam Informasi Detil Permohonan Eksekusi pada

SIPP (diisi kolom sesuai dengan substansinya).

Kriteria

Buku Il Halaman 22, Point.5. Register Perkara disebutkan :

1) Pendaftaran Perkara dalam buku register harus dilakukan dengan tertib dan
cermat).

2) Surat Edaran Direkiur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
0424/DJA/HM.00/11/2019 Tentang Penerapan Administrasi Register
Perkara dan Keuangan Perkara secara Elektronik pada Pengadilan Agama.

Sebab

Dalam menginput data eksekusi di SIPP belum dilaksanakan secara tertib.

Akibat

Data perkara permohonan Eksekusi dalam SIPP tidak sesuai dengan yang

ada di dalam berkas.
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Rekomendasi
Agar kolom-kolom data eksekusi di SIPP yang masih kosong seharusnya
sudah diinput sesuai dengan data di E-Register.

C. Kinerja dan Pelayanan Publik

1. Kebersihan Toilet Pada Area PTSP dan Ruang Tunggu Sidang
Kondisi:
Kebersihan toilet pada area PTSP dan ruang tunggu sidang masih belum
terjaga, checklist kebersihan pada area tersebut belum dijalankan secara
optimal.
Kriteria:
Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor:
2694/DjA/OT.01.3/11/2016 tanggal 28 November 2016 Perihal Penertiban
Administrasi Perkara dan Peningkatan Kebersihan Pengadilan.
Sebab:
Petugas kebersihan dan pengawas kebersihan belum maksimal dalam
menjalankan serta mengontrol kebersihan toilet pada area PTSP dan ruang
tunggu sidang.
Akibat:
Toilet pada area PTSP dan ruang tunggu sidang belum bersih serta kontrol
checklist kebersihan belum dijalankan dengan baik.
Rekomendasi:
Agar kebersihan toilet pada area PTSP dan ruang tunggu sidang dioptimalkan,
serta checklist kebersihan dijalankan secara rutin tiap pagi, siang, dan sore
hari.

2. Ketersediaan APAR
Kondisi:
Kondisi APAR yang ada di ruang sidang dan beberapa ruangan lainnya sudah
kadaluarsa, terdapat juga APAR yang tidak ada keterangannya kondisinya.
Kriteria:
1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan
Alat Pemadam Ringan;

2) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor:

Laporan Hasil Pengawasan Daerah Tahun 2024 10




5538/DjA/HK.05/X1/2019, tanggal 11 November 2018, perihal "Standarisasi
Ruang Sidang" pada lampiran surat nomor 18.
Sebab:
Petugas yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan dan kelayakan APAR
kurang melakukan kontrol dengan baik.
Akibat:
APAR yang tersedia di beberapa ruangan sudah kadaluarsa serta tidak ada
keterangan status kondisi APAR.
Rekomendasi:
Agar segera dilakukan koordinasi dengan pihak ketiga penyedia APAR untuk
mengecek kondisi APAR, jika tidak layak pakai atau kadaluarsa segera
dilakukan penggantian dan diletakan di area pelayanan publik terutama di
dalam ruang sidang.
3. Kebersihan Ruang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Kondisi:
Ruangan tidak rapi, masih banyak barang-barang yang bukan semestinya
diletakkan diruangan pejabat dan pegawai
Kriteria :
Surat Dirjen Badilag Nomor 5538/Dj.A/KH.05/X1/2019 tanggal 11 November
2019 Perihal Standarisasi Ruang Sidang.
Sebab :
Terlalu banyak barang-barang yang tidak dirapikan kembali pada tempatnya
Akibat :
Ruangan terlihat tidak rapi
Rekomendasi:
Agar diagendakan Jumat Bersih sehingga setiap pegawai punya kepedulian
untuk merapikan kembali ruangan masing-masing dengan tanpa menunggu
petugas pramubakti atau OB yang akan membersihkan.
D. Bidang Administrasi Persidangan
1. Perkara Nomor 301/PdtG/2024
Kondisi:
One Day Publish dan One Day Minute sudah dilaksanakan secara
digital/elektronik dan sampul berkas telah diparaf oleh Ketua Majelis Hakim,

namun minutasi secara manual/fisik berkas belum sesuai.
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Kriteria:

Seharusnya One Day Minute dilaksanakan baik secara elektronik maupun
manual/fisik. (KMA/032/SKIV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku Il dan SE
Dirjen Badilag Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 Tentang Implementasi SIPP)
Sebab:

Ketua Majelis kurang memperhatikan atas penyelesaian minutasi berkas
perkara yang pelaksanaannya dibantu oleh Panitera Pengganti. Panitera
Pengganti melaksanakan proses minutasi berkas persidangan baik secara
manual maupun document elekironik yang tersimpan di Sistem Informasi

Pengadilan.
Akibat:
Tidak sinkron apa yang dilaporkan pada SIPP perkara selesai one day minute,
namun secara fisik melebihi satu hari.
Rekomendasi :
Lakukan minutasi benar-benar one day minute.
2. Perkara Nomor: 510/Pdt.G/2024/PAJT
Kondisi:
Perkara sudah diputus pada tanggal 20 Maret 2024 namun proses minutasi

secara manualffisik belum selesai dan hingga saat ini belum ada hasil

Pemberitahuan Isi Putusan.
Kriteria:

KMA 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 jo Keputusan Kamar Lingkungan
Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/1X/2013 Tentang Buku |l edisi revisi

Sebab:

Petugas kurang cermat dalam pelaksanaan tugas.

Akibat:

Berkas perkara yg seharusnya sudah diarsipkan belum dapat dilaksanakan.

Rekomendasi:

Petugas dalam melaksanakan tugas harus sesuai prosedur kerja dan SOP.
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3. Perkara Nomor 300/Pdt.G/2024
Kondisi:
Ditemukan selama persidangan Berita Acara Sidang belum ditanda tangani
oleh Ketua Maijelis hanya ditandatangani oleh Panitera Pengganti saja padahal
sidang sudah berjalan beberapa kali dan berbulan-bulan.
Kriteria:
KMA 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 jo Buku Il Edisi Revisi Tahun 2013,
bagian 7.
Sebab:
Ketua Majelis tidak melaksanakan tugasnya dengan disiplin.
Akibat:

Fakta dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan
tersebut tidak mempunyai nilai hukum.

Rekomendasi:

Agar Ketua Majelis menanda tangani Berita Acara Sidang setiap persidangan
dan harus dilaksanakan sebelum sidang berikutnya.

4. Perkara Nomor 4274/Pdt.G/2023/PAJT
Kondisi:
Dalam Perkara Nomor 4274/Pdt.G/2023/PAJT Berita Acara Sidang (BAS) tidak
diberi nomor halaman secara urut dari sidang pertama sampai sidang terakhir;

Kriteria:

Dalam Buku Il Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama Yang diterbitkan Mahkamamah Agung RI Ditien Badilag
tahun 2013. Pada halaman 41 mengatur bahwa nomor halaman Berita Acara
Sidang (BAS) harus dibuat secara bersambung dari sidang pertama sampai
sidang yang terahir, termasuk jawaban (rekonvensi bila ada), replik, duplik, alat
bukti, kesimpulan dan seluruh dokumen menjadi kesatuan BAS dan diberi
nomor urut halamanKMA 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Sebab:

Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti kurang memperhatikan
bagaimnana menyusun berkas perkara yang baik dan benar, begitu juga dalam

penomoran BAS masih belum memperhatikan bagaimana penomoran BAS
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yang seharusnya.

Akibat :

Berita Acara Sidang (BAS) tidak diberi nomor halaman sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi:

Berita Acara Sidang (BAS) harus diberi nomor halaman secara bersambung
dari sidang pertama sampai sidang yang terahir.

5. Perkara Nomor 4274/Pdt.G/2023/PAJT
Kondisi:
Dalam Perkara Nomor 4274/Pdt.G/2023/PAJT pada Berita Acara Sidang
tanggal 31 Januari 2024 dinyatakan bahwa sidang ditunda sampai dengan
tanggal 28 Februari 2024 (tertulis 28 Januari 2024) untuk musyawarah Majelis
Hakim, namun setelah dilihat pada BAS tanggal tersebut tidak ada penjelasan
dan keterangan tentang jalannya musyawarah majelis hakim, justru yang ada
penjelasan dari Ketua Majelis yang mengatakan bahwa agenda sidang hari ini
adalah pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim.
Kriteria:
Pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku
Il Edisi Revisi halaman 41 telah dijelaskan dengan rinci bagaimana agenda
Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang seharusnya dan dalam agenda
sidang tersebut akan melahirkan hasil yang sangat penting dari seluruh proses
persidangan perkara itu yaitu berupa putusan yang akan dibacakan secara
terbuka untuk umum.
Sebab:
Majelis Hakim tidak memperhatikan agenda sidang yang telah ditetapkan
pada penundaan sidang sebelumnya;
Akibat:
Sidang tidak sesuai dengan agenda sidang yang telah ditetapkan dan tidak
tergambar kapan Majelis Hakim melaksanakan Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim;
Rekomendasi:
Pada Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 28 Februari 2024 harus ditambah

keterangan dan penjelasan yang menggambarkan adanya Rapat
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Permusyawaratan Majelis Hakim dan setelah itu baru dilanjutkan dengan

agenda pembacaan putusan;

6. Perkara Nomor 4083/Pdt.G/2023/PAJT
Kondisi:
Dalam Berita Acara Sidang (BAS) tidak diberi nomor halaman.secara urut dari
sidang pertama sampai dengan sidang terahir.
Kriteria:
Dalam Buku |l Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama Yang diterbitkan Mahkamamah Agung RI Ditjen Badilag
tahun 2013. Pada halaman 41 mengatur bahwa nomor halaman Berita Acara
Sidang (BAS) harus dibuat secara bersambung dari sidang pertama sampai
sidang yang terahir, termasuk jawaban (rekonvensi bila ada), replik, duplik, alat
bukti, kesimpulan dan seluruh dokumen menjadi kesatuan BAS dan diberi
nomor urut halaman.
Sebab:
Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti kurang memperhatikan
bagaimnana menyusun berkas perkara yang baik dan benar, begitu juga dalam
penomoran BAS masih belum memperhatikan bagaimana penomoran BAS
yang seharusnya.
Akibat:
Berita Acara Sidang (BAS) tidak diberi nomor halaman sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Rekomendasi:
Berita Acara Sidang (BAS) harus diberi nomor halaman secara bersambung
dari sidang pertama sampai sidang yang terahir.

7. Perkara Nomor 4083/Pdt.G/2023/PAJT
Kondisi:
Pada Berita Acara Sidang tanggal 17 Januari 2024 dinyatakan bahwa sidang
ditunda sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 untuk musyawarah Majelis
Hakim, namun setelah dilihat pada BAS tanggal tersebut tidak ada penjelasan
dan keterangan tentang jalannya musyawarah majelis hakim, justru yang ada
penjelasan dari Ketua Majelis yang mengatakan bahwa agenda sidang hari ini

adalah pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim.

Laporan Hasil Pengawasan Daerah Tahun 2024 1 5



















































































































































































































































































































